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TINJAUAN PUSTAKA  
 
Pada bagian ini peneliti akan membahas tentang teori-teori dan definisi yang 
berhubungan dengan peneliti. Tujuan agar dapat melihat realita yang terjadi, apakah 
sesuai dengan dalil-dalil teori serta diperlukan uraian batas konsep peneliti guna 
membahas lebih lanjut. Adapun teori atau defenisi yang dijadikan acuan pada 
penelitian antara lain:  
 2.1 Kebijakan Publik 
Membahas mengenai Evaluasi Kebijakan Publik tidak luput dari adanya 
Kebijakan publik itu sendiri, peneliti akan menjelaskan tentang Kebijakan Publik 
dalam penegertiannya. Kebijakan Publik adalah salah satu cara pemerintah untuk 
mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus bisa 
berkerjasama dengan masyarakat agar dapat menjalankan Kebijakan Publik 
tersebut sesuai dengan peraturan dan mendapat tujuan yang diinginkan. Seperti 
halnya W.I. Jenkins berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan sebuah 
keputusan, beliau mendefiniskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan 
yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok 
aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara untuk mencapainya 
dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam 
batas-batas kewenangan kekuasaan dari aktor tersebut1. 
 




Menurut Samodra Wibawa (1994: 50), kebijakan sebagai suatu sistem yang 
memiliki tiga buah komponen yang berinteraksi secara timbal balik. Tiga 
komponen tersebut yaitu pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan dan kebijakan 
publik itu sendiri. Ketiga komponen ini saling mempengaruhi satu sama lain. 
Komponen-komponen itu dapat dijelaskan secara rinci: 
1. Pelaku kebijakan, yakni badan pemerintahan maupun orang atau lembaga 
non-pemerintah yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.Mereka dapat 
mempengaruhi dan sekaligus terkena pengaruh darisuatu kebijakan. 
2. Lingkungan kebijakan. Yang dimaksud dengan lingkungan bukannya 
orang-orang atau lembaga yang berada di sekitar dan mempengaruhi 
pemerintah selaku penentu akhir suatu kebijakan (mereka ini semua 
termasuk dalam kota pelaku/aktor kebijakan) melainkan lebih menunjuk 
kepada bidang-bidang kehidupan masyarakat yang dapat atau perlu 
dipengaruhi oleh pelaku kebijakan. 
3. Kebijakan publik, yaitu serangkaian pilihan tindakan pemerintah untuk 
menjawab tantangan (atau memecahkan masalah) kehidupan 
masyarakat.2 
Dapat disimpulkan bahwa tidak semua kebijakan akan berjalan lancar dan 
berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Banyak hal yang mempengaruhi 
keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Untuk mengetahui penyebab kegagalan 
 
2 Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan  Publik Edisi Kedua. Terjemahan  




dalam mencapai tujuan serta untuk mengantisipasi kegagalan yang sama di masa 
mendatang, maka perlu dilakukan evaluasi kebijakan. 
 2.2 Evaluasi Kebijakan Publik 
Menurut William Dunn, evaluasi memiliki beberapa karakteristik yang 
membandingkan dengan metode-metode analisis kebijakan yang lainnya. 
Karateristik yang membedakan ini terbagi menjadi empat yaitu sebagai berikut. 
 2.2.1 Fokus nilai  
Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan 
sosial kebijkan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk 
mengumpulkan informasi menegenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi 
dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat 
selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi 
tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri. 
 2.2.2 Interdependesi fakta nilai  
Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk 
menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat 
kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-
hasil kebijakan berharga bagi semua individu, kelompok atau seluruh 
masyarakat. Untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa 
hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi 
yang dilakukan untuk memecahkan masalh tertentu. Oleh karena itu, 




 2.2.3 Orientasi masa kini dan masa lampau  
Tuntutan evaluasi berbeda dengan tuntutan advokatif, dilarahkan pada 
hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil dimasa depan. Evaluasi 
bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan.rekome ndasi yang juga 
mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan di buat sebelum aksi-
aksi dilakukan. 
 2.2.4 Dualitas nilai  
Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evasluasi mempunyai kualitas 
ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. 
Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang 
ada, dan dapat diangap sebagai interistik (diperlukan bagi dirinya) atau 
eksteristik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi tujuan lain). Nilai yang 
sering didata didalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif 
dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.3 
Evaluasi kebijakan yang dikemukakan ole William Dunn diatas 
menginformasikan bahwa evaluasi kebijakan tidak sekedar mengumpulkan 
informasi mengenai kebijakan yang diantisipasi dan yang tidak dapat diantisipasi, 
tetapi evaluasi diarahkan untuk memberi informasi pada masa lalu, masa sekarang 
dan masa yang akan datang. Selain itu evaluasi kebijakan diarahkan untuk 
menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja 
yang tertinggi (atau rendah) bagi semua individu, kelompok dan masyarakat apabila 
 
3 William N Dunn, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua , Gadjah Mada 




ada aksi-aksi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Maka dari itu dari 
berbagai teori diatas, dipilihlah teori William Dunn dikarenakan yang paling tepat 
dalam hal mengevaluasi pelaksanaan kebijakan e-KTP di Kabupaten Tuban. 
 2.3 Kriteria Evaluasi Kebijakan  
Kriteria evaluasi di perlukan dalam menjalankan evaluasi kebijakan,dalam 
hal ini dikaitkan karena dalam pelaksaan teori tersebut diperlukan dua hal yakni 
kriteria untuk evaluasi dan kriteria untuk di rekomendasi. Kriteria rekomendasi 
sendiri diterapkan untuk diaplikasikan kriteria untuk evaluasi diterapkan secara 
restrospektif sedangkan kriteria untuk rekomendasi di terapkan secara prospektif.4 
2.3.1 Tabel Kriteria Evaluasi Menurut William Dunn 
TIPE KRITERIA PERTANYAAN ILUSTRASI 
Efektivitas  Apakah hasil yang 
diinginkan telah 
dicapai? 
Unit pelayanan  
Efisiensi Seberapa banyak usaha 
diperlukan untuk 
mencapai hasil yang 
diinginkan? 
Unit biaya manfaat 
bersih rasio biaya-
manfaat 
Kecukupan Seberapa jauh 
pencapaian hasi yang 
Biaya tetap  
(masalah tipe I)  
Efektivitas tetap  
 






(masalah tipe II) 
Perataan Apakah biaya dan 
manfaat yang 
didistribuasikan 





Kriteria raawls   






survei warga  
Ketepatan Apakah hasil (tujuan) 
yang diingkin benar-
benar berguna atau 
bernilai? 
Program publik harus 
merata dan efisiensi  
 
Berdasarkan tabel kriteria Evaluasi Kebijakan Pulik diatas, peneliti 
menemukan kriteria yang sesuai dengan judul penelitian, yakni efektivitas, 
efisiensi, kecukupan, perataan, responsifitas, dan ketepatan Mnurut William Dumm 
efektivitas adalah penilaian suatu kinerja pemerintah apakah sudah mencapai hasil 




Oleh karena itu peneliti mengambil efektivitas sebagai kriteria yang berkaitan 
dengan judul peneliti, bagaimana suatu hasil kebijkan dibuat untuk menilai suatu 
kebijakan itu sendiri, sedangkan efisiensi sendiri terkait seberapa banyak upaya 
yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 
 2.4 Pendekatan Terhadap Evaluasi 
Evalusi memiliki hunbungan erat yang berkaitan dengan bebrapa macam 
metode sebagai bentuk penilaian kebijakn publik, atau penentuan hasil kegunaan 
dari beberapa orang, kelompok, dan masyarakat. Karena hal tersebut saling 
berhubungan maka dapat ditemukannya fakta dan premis-premis nilai yang 
menuntut adanya evaluatif. Dalam penentuan hal tersebut evaluasi memiliki 
beberapa cara yang terkait dalam penyelesaian dan sering disebut dengan 
pendekatan evaluasi untuk “penelitian evaluasi” atau “evaluasi kebijakan”. 
Karena kurangnya penjelasan arti mengenai evaluasi di dalam analisis 
kebijakan, maka menjadi sangat penting dalam membedakan pendekatan dalam 
beberapa evaluasi kebijakan yaitu: 
 2.4.1 Evaluasi Semu  
Evaluasi Semu adalah pendekatan yang mengunakan metode-metode 
deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tetang hasil keijakan, 







 2.4.2 Evaluasi Formal 
Mengunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang 
terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan 
sebagai tujuan program kebijakan.6 Dalam analisis evaluasi formal dapat 
menggunakan beberapa metode yang dipakai dalam evalausi semu dengan 
tujuan yang identik yakni menghasilkan informasi yang valid dan dapat 
dipercaya hasil maupun dampak kebijakan sehingga mampu dilacak dan 
dijadikan masukan dalam proses kebijakan. Dalam hal ini sering pula 
ditemukan perbedaan dalam menggunakan evaluasi formal seperti 
wawancara, dokumen-dokumen program, dan undang-undang dalam 
pembuatan kebijakan dan administrator sehingga sesuai dengan spesifikasi 
tujuan dan target kebijakan.  
 2.4.3 Evalusi Keputusan Teoristis  
Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang 
terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit 
diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan.7 Dalam hal ini terdapat 
perbedaan diantara evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan 
teoritis, karena dalam mengambil evaluasi keputusan teoritis dalam 
memunculkan suatu tujuan dan target yang akan membawa pelaku 







dari evaluasi keputusan teoritis sendiri mampu menghubungkan informasi 
mengenai hasil dan nilai kebijakan dari pelaku kebijakan. 
 2.5 Fungsi Evalusi  
Evaluasi kebijakan sangat penting dalam menilai suatu kebijakan publik. 
Karena evaluasi memiliki fungsi yang membuat suatu kebijakan yang perlu untuk 
dievaluasi. William Dunn (1998) mengemukakan dalam analisis kebijakan bahwa 
evaluasi memiliki beberapa fungsi penting diantaranya : 
1. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya 
mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan 
kesempatan serta tujuan yang telah dicapai melalui tindakan publik. 
Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujan 
tertentu dan target tertentu telah dicapai dalam memechkan masalah. 
2. Evaluasi memberi sumbangan terhadap klarifikasi dan kritik nilai-nilai 
yang mendasari pemilihan tujuan dan target dalam kebijakan publik. 
Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan 
target. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis dapat 
menggunakan alternati sumber nilai maupun landasn dalam bentuk 
rasionalisme. 
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis 
kebijan lainnya. Termasuk dalam perumusan masalah maupun 




pada definisi alternatif baru atau revisi terhadap kebijan dengan 
menunjukan bahwa kebijakan telah ada perlu diganti atau diperbarui.8  
4. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya 
mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan 
kesempatan serta tujuan yang telah dicapai melalui tindakan publik. 
Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujan 
tertentu dan target tertentu telah dicapai dalam memechkan masalah. 
5. Evaluasi memberi sumbangan terhadap klarifikasi dan kritik nilai-nilai 
yang mendasari pemilihan tujuan dan target dalam kebijakan publik. 
Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan 
target. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis dapat 
menggunakan alternati sumber nilai maupun landasn dalam bentuk 
rasionalisme. 
6. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis 
kebijan lainnya. Termasuk dalam perumusan masalah maupun 
rekomendasi pemecahan masalah. Evaluasi dapat pula menyumbang 
pada definisi alternatif keb baru atau revisi terhadap kebijan dengan 
menunjukan bahwa kebijakan telah ada perlu diganti atau diperbarui.9  
 2.6 Kebijakan  e-KTP  
Pengertian e-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik yaitu kartu tanda 







yang berfungsi berdasarkan komputerisasi atau perekaman data secara online. 
Program e-KTP sendiri di luncurkan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia 
sjak bulan Februari tahun 2011. Pelaksanaanya sendiri di bagi menjadi dua tahap, 
diantaranya tahap pertama sejak tahun 2011 berakhir di tanggal 30 april 2012 
mencakup sebanyak 67 juta penduduk. Sementara tahap kedua sendiri mencakup 
sebanyak 105 juta dari penduduk. 
Pengertian e-KTP sendiri berasal dari kata electronic-KTP, yaitu Kartu Tanda 
Penduduk Elektronok. Yang terhubung berdasarkan situs resmi e-KTP dimnan KTP 
Elektronik sendiri merupakan dokumen kependudukan yang di dalamnya memuat 
sistem pengendalian atau keamanan baik melalui sistem teknologi informasi 
maupun administrasi yang berbasis berdasarkan data dari kependudukan nasional. 
e-KTP sendiri terbentuk dilatarbelakangi berdasarkan sistem pembuatan KTP 
nasional atau konvesional di Indonesia dimana memungkinkan seseorang bisa 
membuat atau mempunyai lebih dari satu KTP atau KTP ganda, adapun hal tersebut 
dikarenakan belum taerdapatnya basis data secara terpadu yang berfuungsi 
menghimpun data penduduk yang ada di seluruh Indonesia. 
Dalam artian ini masyarakat dapat membuat lebih dari satu KTP atau KTP 
ganda sehingga dapat mendorong kecurangan dalam pembuatan indentitas yang 
disalah gunakan seperti memalsukan data, menghindari pajak maupun tindak 
kejahatan. Maka dari itu di dorong dengan pelaksanaan pemerintah secara 
elektronik atau disebut dengan e-Goverment dan untuk bisa meningkatkan kualitas 




Indonesi menerapkan sebuah sistem informasi menegenai kependudukan berbasis 
teknologi, yaitu e-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik. 
 2.7 Dasar hukum dari e-KTP  
• Peraturan Presiden berdasarkan nomor 26 pada tahun 2009 mengenai 
penerapan KTP yang berbasis dari Nomor Induk Kependudukan.10  
• Berdasarkan Undang-Undang RI nomor 23 pada tahun 2006 menegenai 
Administrasi kependudukan, yang menejelaskan bahwa “setiap penduduk 
hanya diperkanankan mempunyai 1 KTP sesuai yang tercantum pada Nomor 
Induk Kependudukan atau NIK. NIK sendiri adalah identitas tunggal para 
penduduk yang  berlaku selama seumur hidup. Adapun nomor NIK di e-KTP 
sendiri nantinya dijadikan sebagai dasar penerbitan SIM Paspor, NPWP, 
Sertifikat Atas Hak Tanah, Polis Asuransi serta penerbitan dokumen yang 
menawarkan identitas lainnya.11 
•  Peraturan Dearah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2012 mengenai 
Administrasi Kependudukan.12  
• Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 19 tahun 2018 
tentang peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan13 
 
10 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Mengenai Penerapan KTP 
11 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Mengenai Administrasi Kependudukan  
12 Peraturan Dearah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2012 mengenai Administrasi 
Kependudukan 
13 Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 19 tahun 2018 tentang peningkatan 




 2.8 Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu digunakan sebagai refrensi penulis yang di gunakan, 
sebagai bahan acuan peneliti terkait judul skripsi. Peneliti terdahulu yang penulis 
sajikan tentu memiliki perbedaan dan sebagai perbandingan dengan fokus 
pembahasan pada penelitian terdahulu peneliti jadikan sebagai refrensi dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Pertama, yakni penelitan dari Alfi syahriyanti, yang berjudul Evaluasi 
pelaksanaan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. 
Di dalam penelitian ini, peneliti mengunakan metode kualitatif sebagai acuan dalam 
penelitian tersebut, isi dari penelitian tersebut yakni tentang evaluasi pelaksanaan 
e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dalam penjelasannya peneliti 
membahas mengenai perlu dilakukannya sosialisasi secara terus menerus untuk 
mencakup semua masyarakat supaya dapat mewujudkan NIK, tertib database dan 
tertib dokumen, Perlunya dilakukan bimbingan teknis operator dan petugas 
pelayanan setiap tahunnya supaya dapat meninggakan kualitas SMD karena 
dampak dari rotasi atau mutasi pegawai operator yang sudah di bimbing dipindah 
tugaskan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perlu menambah sarana dan 
prasarana untuk meningkatkan kinerja dalam pembuatan e-KTP. Persamaan dari 
penelitian ini yaitu sama-sama membahas evaluasi dalam pelaksanaan e-KTP. 
Kedua, yakni peneliti dari Destiani Afriana, yang berjudul Faktor-faktor 
yang mempengaruhi Program Nasional e-KTP Kelurahan Ancol, Kecamatan 
Pademangan, Jakarta Utara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunkan metode 




berdasarkan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van 
Horn, yaitu faktor ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi antar organisasi terkait 
dan kegiatan pelaksanaan, serta lingkungan sosial. Dalam penelitian ini terdapat 
persamaan yaitu meneliti tataran program e-KTP adapun perbedaan seperti halnya 
perbedaan teori yang di gunakan implementasi, lebih fokus pada faktor-faktor yang 
mempengaruhi pelaksanaan e-KTP, sedangkan yang saya gunakan evaluasi 
kebijakan yaitu penilaian suatu kenirja dalam suatu program. 
Ketiga, yakni dari Trisna Kurnia Kalalo, Daud Liando, Stefanus Sampe, 
yang berjudul Implementasi Kebijakan Publik Pembuatan e-KTP Tahun 2016 
di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa. Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam penelitiannya yang di terapkan 
dari teori George C. Edward III yang mempunyai empat faktor yaitu Faktor sumber 
daya, Birokrasi, Komunikasi, Disposisi dalam penelitian ini mempunyai persamaan 
yang membahas mengenai KTP elektronik (e-KTP), adapun perbedaan teori yang 
di pakai oleh peneliti tidak sama. 
Tabel 2.8.1 Penelitian Terdahulu 
































e-KTP di Dinas 
Kependudukan dan 
















e-KTP dengan teori 
yang di pakai. 










6. Ketepatan  
Implementasi Van 
Meter dan Van 
Horn, Terdapat 
















George C. Edward 
III  
Ada empat faktor: 


































tertib NIK, tertib 
database dan 
tertib dokumen.  










Van Meter dan Van 
Horn, setidaknya 




program e-KTP di 
Kelurahan Ancol 
yaitu faktor ukuran 
dan tujuan 

























dari rotasi atau 
mutasi pegawai 
operator yang 



















tidak bolak balik 
















dan Catatan Sipil 
perlu 
menambahkan 













e-KTP dengan fokus 






























yang akan saya 
gunakan teori 
evaluasi   









Kebijakan Kemendagri berdasarkan UU no 23 Tahun 2006 
tentang administrasi kependudukan peraturan presiden no 35 
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